KONFLIK PERLUASAN KOTA BUKITTINGGI

( 1999-2004 )

SKRIPSI

Oleh:

ERMA YULIS
06 181 024

’ N

UNIVERSITAS ANDA[ 25

JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
PADANG
2011



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang konflik perluasaot& Bukittinggi terkait dengan
lahirnya PP 84/1999 tentang perubahan batas KotkittBBggi dengan cara
memasukkakn beberapa wilayah di Kabupaten AgamalkeardKota Bukittinggi. Studi
ini juga melihat tentang beberapa faktor yang ndingenyebab dari perseteruan di
antara kedua wilayah yang bertetangga ini.

Layaknya sebuah penelitian sejarah, penelitianjuga menggunakan metode
sejarah. Metode penelitian ini melalui 4 tahap pentyakni pengumpulan sumber
(heuristik) baik lisan berupa wawancara maupursanlidengan mengumpulkan dokumen
dan arsip yang berkaitan dengan topik penelitiaawdhcara dilakukan dengan pegawai
Pemerintahan Kota Bukittinggi, beberapa mantan elagPRD Kota Bukittinggi dan
Aggota DPRD Kabupaten Agam, beberapa tokoh masghard&n pihak-pihak yang
terlibat dalam peristiwa ini. Kedua dengan melakukatik ekstern ( untuk mengetahui
keaslian sumber ) dan kritik intern (untuk menbatakebenaran isi ). Dari kedua
metode tersebut didapat fakta sejarah. Kemudiara gatiap ketiga fakta tersebut
diinterpretasikan dengan cara mengelompokan faktand sebuah peristiwa sejarah.
Tahap terakhir dari penelitian ini adalah penuli@astoriografi).

Perselisihan yang terjadi di kedua wilayah ini kideanya disebabkan karena
lahirnya PP 84/1999 saja tapi sebelumnya sudalapgatdoerselisihan yang terjadi pada
periode sebelumnya. Selain itu lahirnya PP dimaaeawa ini telah bergulir selama 16
tahun sebelumnya dan lahir pada saat arus reforimagulir di Indonesia telah
menghambat pelaksanaan dari rencana pemerintaBenalakan masyarakat pun mulai
disuarakan kepada pemerintah daerah dari kedugahilgang bertikai namun tidak
menemukan penyelesaian sampai sekarang.

Beragamnya penolakan dari masyarakat telah memiveasgarakat berada dalam
sebuah konflik yang membawa dampak bagi kehidummials masyarakat di kedua
wilayah tersebut. Bukan hanya ditingkat elit namjuga didalam kehidupan
bermasyarakat.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 merupséhnah produk hukum
yang disusun pada masa Pemerintahan Orde Barugdalam proses pembentukannya
peranan pemerintah sangat dominan. Peraturan ReaterNomor 84 Tahun 1999
berisikan tentang perubahan batas wilayah Kota tBoggi dengan memasukkan
beberapa daerah Kabupaten Agam ke dalam Kota Buwjgit Perluasan Kota
Bukittinggi sebenarnya berasal dari keinginan ligga Bukittinggi yang masa itu
dijabat oleh Oemar Gafapada tahun 1983 untuk melakukan perluasan kotayimgat
dengan luas daerah 25.24 %ini pemerintah kota tidak mampu menampung beban
pembangunan yang cepat serta pertumbuhan pendumhds tnggi. Pada akhirnya
Peraturan Pemerintah ini baru direalisasikan peitian 1999.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahf889 ( selanjutnya
disingkat dengan PP No. 84 Tahun 1999 ) dipengujpeigerintahan Presiden B.J.
Habibie hingga kini memang masih memunculkan koetrei pro dan kontra dalam
lingkungan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Agaemeéhjak diterbitkannya PP No.
84 Tahun 1999 pada tanggal 7 Oktober 1999, pelaksarya masih belum bisa

direalisasikan. Berbagai aksi penolakan dilakukah masyarakat Kabupaten Agam.

! Azizah Etek,et al.Dinamika Pemerintahan Lokal Kota Bukittinggi, (Bukittinggi: LPM-IIP,
2004), him. 297.

2 “pp 84/1999 dan Permasalahanya 1", dalam haPamang Ekspress ( Minggu, 30 Oktober
2005).



Munculnya wacana pemekaran Kabupaten Agam, ydkngan mendirikan
kabupaten baru dengan nama Kabupaten Agam Timuui(rsering dikaitkan dengan
pro-kontra ditetapkannya PP No. 84 Tahun 1999. dn@ng itu kemudian disusul
dengan munculnya gugatan dari dua belas nagag yesuk dalam daftar PP No. 84
Tahun 1999. Dalam gugatan ini ke dua belas nagarimeminta ganti rugi kepada
Presiden RI berkaitan dengan dikeluarkanya penainid

PP No. 84 Tahun 1999 ini juga telah melahirkan Kormfi tengah masyarakat,
terutama konflik yang terjadi dalam tubuh lembaghli, seperti KAN (Kerapatan Adat
Nagari). Pengurus KAN Kurai Bukittinggi telah memkeh keikutsertaan lima orang
anggota KAN Kurai Bukittinggi dalam rombongan masy@t Agam yang akan
membicarakan masalah PP No. 84 Tahun 1999 dengRD[Hmatra Barat. Sekaligus
KAN Kurai Bukittinggi membantah kahadiran Forum Kimikasi Masyarakat Kuré.

Keluarnya PP No. 84 Tahun 1999 ini juga telah metah sebuah gerakan massa
/ demonstrasi penolakan keputusan pemerintah @mol@kan yang dilakukan masyarakat
Agam Timur ini dikarenakan Peraturan pemerintaldianggap cacat hukum dan dinilai
hanya untuk kepentingan baberapa pihak. Dalam itaraPemerintah ini daerah yang
terkena dampak dari Peraturan Pemerintah adalaahdgang produktif seperti halnya
Tilatang Kamang sebagai penghasil pertanian, kaykkrajinan rumah tangga lainnya,
Banuhamapu dengan pusat perdaganganya, 1V Kotadesantra industri rumah tangga
dan Ampek Angkek dengan sentra konveksi dan industrah tangga. Demontrasi yang

dilakukan masyarakat Agam Timur ini juga dimaksudkapaya tradisi daerah mereka

% Nazrul Azwar, “Kontroversi PP 84/1999: Quo Vadisidyarakat Luhak Agam”, dalam Jurnal
Mantagisme (Jumat, 16 Februari 2007).

4« KAN Kurai Bantah Kirim Utusan Ke DPRD Sumbar”lden HarianSnggalang, (12 Desember
2002).



tetap terjaga dan tidak terbawa arus kekotaan laptdiap digabungkan dengan Kota
Bukittinggi.

Angin Reformasi tahun 1999 yang membawa peluang biagrah untuk
mengurus wilayahnya sendiri telah membuat pemdrirkabupaten Agam berani
menolak keputusan ini. Alasan penolakan ini dikakam pada berkurangnya Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam, karena pada kaysya wilayah yang akan
dimasukkan ke wilayah Kota Bukittinggi sangat pstahdalam mengisi APBD Agam.
Penolakan ini juga disampaikan oleh sebagian makgaAgam yang tidak ingin budaya
dan tradisinya dipengaruhi oleh budaya kota das amodrenisasinya, yang nantinya
akan berimbas pada hilangnya budaya dan tradisiidarahnya.

Perseteruan antara Kabupaten Agam dengan Kota tiBgiit ini banyak
disesalkan oleh berbagai pihak, seperti tokoh-takakyarakat baik yang berada di Kota
Bukittinggi maupun di Kabupaten Agam. Hal ini dignakan sebenarnya antara kedua
wilayah ini sebelumnya sudah memiliki hubungan yamgt dan tidak mudah untuk
dipisahkan satu sama lainya. Eratnya hubungan temain antara Bukittinggi dengan
Agam ini dapat dilihat dari istilah “ Bukittinggi &o rang Agam™ Selain itu hubungan
antara kedua wilayah administratif ini juga dap#ibhat dalam kegiatan ekonomi dan
sosial masyarakatnya. Banyak diantara masyarakamAgang tinggal dan bekerja di
Kota Bukittinggi. Jauhnya jarak daerah dengan pkslatipaten juga mempersulit mereka
untuk mengurus keperluannya ke ibukota kabupataénhbwaktu dan biaya yang besar.

Sehingga untuk memudahkan masyarakat yang beradia dari ibukota kabupaten

® |bid.
® Zulgayyim, Boekittinggi Tempoe Doeloe, (Padang: Andalas University Press, 2006 )him 21.



menjadi dekat urusannya kalau masuk Kota Bukitiilggadi berkaitan dengan
dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini menyebabkaurtgan yang kurang harmonis
oleh beberapa pihak yang bertikai ini.

Ada beberapa tulisan yang mencoba mengangkat temg lyerkaitan dengan
keluarnya peraturan pemerintah ini. Diantaranydafdéulisan Ridwan yang berjudul
“Sosialisasi PP 84 Tahun 1999 Tentang Perluasaa Bokittinggi ke Kabupaten Agam
pada Masyarakat Nagari Kapau, Tilatang Kamang, Aggamg memaparkan tentang
pengaruh adanya agen sosialisasi PP ini pada naksydfapau dan juga melihat respon
dari masyarakat di daerah ini, baik itu yang praupum yang kontra terhadap PP 8ni.
Selain itu juga terdapat tulisan dari Yaumal Hayhhg berjudul “Kebijakan Pemko
Bukittinggi tentang Pelaksanaan Pemerintahan Nafafilayah Perluasan Kotajang
menjelaskan tentang proses perumusan Perda NoO(OX/@an menjelaskan alasan
tidakterlaksananya Perda ini dan juga berhubungergah lahirnya PP No. 84 Tahun
1999 yang melahirkan pro dan kontra.

Jika dibandingkan dengan perluasan kota lain yamgdi di Sumatra Barat
seperti yang terjadi di Kota Padang pada tahun 1@&tana proses perluasan kota dapat
langsung dilakukan tanpa ada kendala yang berdringga Kota Padang dapat diperluas
dari 3.326 Ha menjadi 69.496 Ha sangat jauh berbedgan kasus perluasan kota di
Kota Bukittinggi. Gagasan perluasan Kota Bukittinggdah digulirkan semenjak tahun

1983 namun tidak dapat segera direalisasikan. [Qsggmitu dari tulisan-tulisan

" “PP 84/1999 dan Permasalahanya 2", dalam hatmlang Ekspress (Minggu, 13 November
2005).

8 Ridwan, “Sosialisasi PP 84/1999 tentang Perlu&saa Bukittinggi ke Kabupaten Agam pada
Masyarakat Nagari Kapau, Tilatang Kamang, Agasktipsi, (Padang : FISIP,2006).

® Yaumal Harbi, “Kebijakan Pemerintahan Kota Bukigiji tentang Pelaksanaan Pemerintahan
Nagaridi Wilayah Perluasan KoteBkripsi, (Padang : FISIP,2004).



terdahulu terlihat belum ada kajian sejarah konfliang muncul dari Peraturan
Pemerintah tentang perluasan Kota Bukittinggi. Padhbsan ini penulis akan

mengeksplorasi konflik dalam artian memetakan klonyfdng terjadi akibat lahirnya PP
No. 84/1999 ini. Juga melihat peran media massandahemberitakan konflik yang
terjadi antara pemerintahan Kota Bukittinggi dendd@merintahan Kabupaten Agam,
serta melihat respon masyarakat Agam terhadapnighiperaturan pemerintah ini
manjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukddntuk itu saya memberi judul

penulisan ini dengalKonflik Perluasan Kota Bukittinggi Tahun 1999-2004.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Batasan spasial dari penulisan ini adalah Kota tBoggi. Permasalahan yang
akan ditulis dalam tulisan ini adalah mengenai klorylang diakibatkan oleh keluarnya
PP No. 84 Tahun 1999 yang berkaitan dengan perudeta Bukittinggi ke beberapa
wilayah Kabupaten Agam. Batasan temporalnya adalalai tahun 1999 yaitu ketika
Peraturan pemerintahan ini dikeluarkan dan disahé@h Pemerintahan Republik
Indonesia yaitu Presiden B.J. Habibie. Tulisandibatasi pada tahun 2004 karena pada
tahun ini periode kepemimpinan Walikota Bukittinggjufri berakhir dan kemudian
diikuti dengan adanya pemilihan walikota baru. Patakan tahun penelitian sampai
2004 disebabkan karena tahun ini konflik yang tenmaulai diredam kembali oleh kedua
belah pihak pemerintahan daerah setelah sebelutangei konflik kepentingan wilayah

menjelang pemilihan kepala daerah.



Untuk mengarahkan penelitian ini maka di bawah dikiemukakan beberapa
pokok pertanyaan sebagai pokok acuan untuk melakpkaelitian. Adapun beberapa
pokok permasalahanya adalah :

1. Bagaimanakah keadaan geografis, kegiatan perekanodasn pemerintahan

Kota Bukittinggi sebelum rencana perluasan kota?

2. Bagaimanakah wacana perluasan Kota Bukittinggi berkembang dan
bagaimana pula proses lahirnya PP No. 84 Tahun?1999

3. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh pemerintébtnBukittinggi dalam
melaksanakan rencana perluasan kota ?

4. Bagaimanakah bentuk konflik yang muncul berkaitaenghn lahirnya
peraturan pemerintah ini dan faktor-faktor apa kedjayang menyebabkan
terjadinya konflik ini?

5. Bagaimanakah peran media massa dalam memberital@ana yang
berkembang dalam masyarakat tentang adanya perluésta Bukittinggi

ini?

C. Tujuan Penulisan
Maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat fk&nyang kemunculannya
berkaitan dengan dikeluarkannya PP No. 84 Tahur® 1d@9daerah Agam Timur.
Konflik dimaksud pada dasarnya merupakan penolgkag dilakukan oleh masyarakat
Agam Timur terhadap sikap pemerintahan Kota Buldtli berkaitan dengan

pemberlakuan PP No. 84 Tahun 1999.



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan keadaaan geografis Kota Bukittinggn daemberikan
gambaran tentang kegiatan perekonomian dan peesimt Kota
Bukittinggi

2. Menjelaskan tentang wacana perluasan kota yangeimddng dalam
masyarakat dan proses lahirnya peraturan pemeidirtaksud.

3. Memaparkan kendala yang dihadapi oleh Pemerint&umaa Bukittinggi
berkaitan dengan adanya wacana perluasan Kota tidgkit ke daerah
Kabupaten Agam.

4. Menjelaskan sikap pro dan kontra yang terjadi b&kadengan lahirnya
peraturan pemerintah tentang perluasan Kota Boggtj sekaligus melihat
faktor-faktor penyebabnya.

5. melihat peran media massa dalam memberitakan sikegyarakat dalam
menyikapi peraturan pemerintah tentang rencanagsah Kota Bukittinggi

ke wilayah Agam

D. Kerangka Analisis
Studi dan penulisan mengenai sejarah kota di Irslanieelum begitu banyak
mendapat perhatidh dan baru mendapat perhatian dari sejarawan aksdpatla
beberapa dasawarsa terakhir. Penelitian mengeteaitéotu menjadi hal yang menarik

karena kehidupan masyarakatnya yang cukup kompM&saurut Eko Budiharjo, kota

19 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994) him. 51.



dapat dilihat dari pendekatan sistéimMelalui pendekatan sistem ada penekanan pada
pemahaman tentang kompleksitas kehidupan manusiaadeka ragam konflik yang
menyangkut lokasi dan perolehan lahan, dengandatesan sumber daya yang ada,
perencanaan tata ruang kota menjadi realistis dhin ltanggap terhadap perubahan.
Keberadaan kota pada dasarnya menyangkut penduelnianl segala aktivitasnya,
sehingga hal itu memunculkan fenomena-fenomenalsbsidaya dan lainya. Fenomena
tersebut memberikan dampak terhadap persoalanyégiiseperti halnya dalam masalah
perluasan kota.

Perluasan kota disini dimaksudkan adalah perluaskyah administrasi kota,
yaitu suatu penambahan wilayah yuridiksi kota. Kygag dimaksud adalah kota yang
memiliki status hukum, yaitu kotamadya dan kota iadstratif atau status lainnya yang
ditetapkan oleh pemerintah. Pembangunan di penkotang makin meningkat, tingkat
pertumbuhan penduduk yang tinggi, kebutuhan akaml@embangunan dalam kota, dan
perbaikan tata ruang dalam kota sering dijadikasa untuk melakukan perluasan
kotal? Keputusan untuk perluasan kota telah memberikamgmalahan baru bagi
pemerintah. Hal ini juga terjadi dalam kasus pesdmakota di Kota Bukittinggi. Daerah
yang biasanya terkena perluasan kota adalah dagrahurban yaitu daerah pinggiran
kota yang kehidupan sosial masyarakatnya seringntbeaksi dengan kegiatan
perkotaart?

Disamping itu semenjak implementasi UU No. 22 Tahi®99 tentang

Pemerintahan Daerah, juga telah membawa suasankentimngnya dinamika

™ Eko Budiharjo;Tata Ruang Perkotaan (Bandung : Alumni, 1997) him. 40-42.

2 Deni Zulkaidy, Masalah Perluasan Kota dalam juRalK edisi Nomor 1/Triwulan 1/ Januari
1991

13 Op.cit. him. 50.



demokratisasi ditandai dengan antusiasme tokohatak lokal yang menggelorakan
"aspirasi daerah". Namun harus diakui pula, kadauang antusiasme itu mengarah
kepada berkembangnya euphoria, yakni memberikannanatonomi daerah secara
sepihak untuk kepentingan yang subyektibampak dari implementasian UU No. 22
Tahun 1999 ini juga dapat dirasakan dalam kasutugsam Kota Bukitinggi ke
Kabupaten Agam, dimana Pemerintah Kabupaten Agamtaloh-tokoh elit lokal di
Kabupaten Agam menolak kebijakan perluasan KotatBugi. Meskipun Pemerintah
telah mengesahkan perluasan wilayah Kota Bukittinggngan mengundangkan
Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1999 tentangud®amh Batas Wilayah Kota
Bukittinggi ke wilayah Kabupaten Agam, sebagianotolpolitik Kabupaten Agam di
DPRD dan di luar DPRD menolak perluasan tersebasuk ini meskipun pada tingkat
pemerintahan sudah dianggap selesai dengan ketu&RyNo. 84 Tahun 1999, tetapi
secara sosiologis dan politis pada dasarnya bedlesa, terutama oleh para pihak yang
menentang perluasan kota Bukittinggi.

Pada hakekatnya, konflik tercipta dari kompetismmperebutkan akses terhadap
otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi/kemakmudami aktor-aktor yang
berkepentingan™> Pernyataaan ini selaras dengan sebuah kesimpatan pengatakan
bahwa daerah akan merasa terancam kepentingaik mdit ekonominya bila gagal

mempertahankan sumber-sumber yang bisa meningkatiandapatan daerah.

14 Departemen Dalam Negeri, “Kebijakan Desentralidasi Otonomi daerah : Permasalahan dan
tantangan,” dalarCeramah Direktur Jendral Otonomi Daerah ( Jakarta : Depdagri, 2002 ) him. 4.

5 Syamsul Hadi, et.al., 200Djsintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika
Internasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 272.



Celakanya, perasaan terancam ini pula yang menlabataerah rentan disulut konflik
atau kesalahpahaman terhadap daeratdain.

Munculnya konflik atau benturan kepentingan antarala, pada dasarnya
merupakan refleksi dari kesalahpahaman, kegamandgm, egoisme daerah dalam
melaksanakan otonorhi. Otonomi sering dipersepsikan lebih dari sekedapatia
mengatur rumah tangganya sendiri, namun hingg& titieu dicampuri oleh pihak lain
walaupun dalam konteks koordinasi dan sinkronis@eningkatan daya saing daerah
yang diamanatkan undang-undang lebih dipersepsikaara negatif, sehingga daerah
enggan menjalin sinkronisasi regional (antardaeraB) samping itu, kabupaten/kota
sering menerjemahkan otonomi ini sebagai kewenangank menggali pendapatan
daerah yang sebanyak-banyaknya melalui pajak daibus serta eksploitasi sumber
daya alam dengan mengabaikan kepentingan jangkangaman generasi mendatdfig.

Pruitt dan Rubin menjelaskan bahwa konflik terjrefiika tidak terlihat adanya
alternatif yang dapat memuaskan aspirasi keduahhbal@ak dan lebih jauh masing-
masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahweek@&mampu mendapatkan sebuah
objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mergdercaya bahwa mereka berhak
memiliki obyek tersebut’® Mengacu pada penjelasan Pruit dan Rubin terselapiat

diasumsikan ada obyek bernilai yang dianggap bediailiki oleh masing masing

16 Zuhro, Siti R, et.al Konflik & Kerjasama Antar Daerah: Sudi Pengel olaan Hubungan Kewenangan
Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, danKalimanatan Timur, (Jakarta :Pusat Penelitian
Politik-LIP1,2004) him. 163 dikutip dari Nanang Istiyono, Konflik dalam Penegasan Batas Daerah aitata
Magelang dengan Kabupaten Magelaress, (Semarang: Undip, 2008) him. 27.

*"Ibid, hal. 163.

'8 Dwiyanto, Agus, et.al,Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pusat Studi
Kependudukan dan Kebijakan UGM,2003) him. 61.

Y Dean G. Pruit & Jeffrey Z Rubin, 200Zeori Konflik Sosial (terjemahan), (Yogyakarta :
Pustaka Pelaja2004 )him. 26.



pihak. Rumusan obyek bernilai ini membantu untukngngentifikasi bagian wilayah
yang disengketakan sebagai obyek bernilai.

Pada dasarnya tahapan konflik dapat dilihat dalefrefapa tahapan. Menurut
Moore ada tiga tahapan konflik, yaitu: konflik lat@atent conflicts), konflik yang mulai
mengemuka (emerging conflicts) dan konflik yangafelmengemuka (manifest
conflicts)?® Konflik laten adalah ketegangan-ketegangan yanhinbesepenuhnya
mengemuka dan belum mencapai eskalasi yang men@anpaara pihak dalam sebuah
polarisasi yang tajam. Tidak saja pihak luar befnemgetahui adanya persoalan di antara
para pihak yang terlibat, bahkan salah satu pitkytama pihak yang lebih kuat,
seringkali tidak sadar kalau ada pihak lain yangasedirugikan oleh pihakny&.

Adapun konflik yang mulai mengemuka adalah bilampai pihak telah dapat
diidentifikasi, dan setiap pihak telah menyadara gbrsoalan di antara mereka yang
perlu diselesaikan, masalah-masalah yang menjasielghan telah dapat diidentifikasi.
Akan tetapi, setiap pihak belum mampu menciptakaau amenemukan proses
penyelesaian sengketa yang disepakati atau konsimikantara mereka belum terwujud.
Konflik seperti ini sangat potensial mencapai es$ialdan menimbulkan tindak
kekerasai? Konflik yang telah mewujud adalah konflik-konflii mana setiap pihak
menyadari adanya perselisihan dan juga telah mulelakukan komunikasi atau
pembicaraan atau negosiasi di antara mereka, tgbaga pembicaraan dan negosiasi itu

telah menemui jalan buntu, sehingga diperlukan dieaia pihak ketiga yang netral untuk

% Kartika sari, et. alMengelola Konflik: Keterampilan Sartegi Untuk Bertindak ( terjemahan),
(Jakarta: The British Council Government and Sgdi#tit, 2005 ), him. 45.

“Lbid., him. 46.

2 1bid., him. 48.



membantu setiap pihak mencari penyeles@latonflik yang terjadi kemudian
dipetakan dalam sebuah peta konflik yaitu sebuahaisintuk mengetahui gambaran
umum sebuah konflik dengan mempresentasikan anaksnflik yang terstruktur
mengenai konflik tertentu pada saat tertentu. Adajjuan dari pemetaan konflik ini
adalah untuk melihat siapa pihak yang bertikai alpa sebenarnya yang menjadi tujuan
dari pertikaian dari pihak yang berkonflik iff.

Penulisan ini membahas konflik yang terjadi di Kdakittinggi pada awal
reformasi di Indonesia, dengan melihat beberapeifglenyebab konflik maka konflik
ini dapat dikategorikan pada gabungan jenis koryilng pertama dan kedua vyaitu
konflik laten dan konflik yang mulai mengemuka. Arst kedua daerah, baik Kota
Bukittinggi maupun Kabupaten Agam sebenarnya sualih perselisihan sebelumnya
mengenai permasalahan Pasar Sarikat Bukittinggy yaana pemerintahan Kabupaten
Agam juga merasa berhak atas hasil dari Pasara®ank namun belum menemukan
kata sepakat dan hanya dibiarkan saja berlalulabetera Reformasi dan berubahnya
pola pemerintahan di Indonesia maka permasalahdoapaen Kota Bukittinggi ini
menyulut kembali perselisihan yang lama tersebetdua pihak yang berkonflik telah
menyadari bahwa telah terjadi sebuah persoalan gaagtara mereka ( pemerintahan
Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam ) berkaitan giem adanya rencana perluasan
Kota Bukittinggi ke Kabupaten Agam. Perselisihataem kedua pemerintahan ini juga
berdampak pada hubungan masyarakat kedua daer&@edangkan untuk penyelesaian
dari perselisihan yang tercipta ini belum menemukata sepakat. Hal ini menyebabkan

perluasan Kota Bukittinggi ini mengalami penundatam masih menjadi wacana di

Z1bid., him. 49.
241pid., him. 76.



tengah masyarakat. Konflik ini dilihat sebagai Kinfkepentingan antara kedua
pemerintah daerah.

Dalam sebuah konflik media massa berperan sebagdaiaB wadah untuk
penyampaian aspirasi dari pihak yang bertikai. Megiassa disini berperan sebagai
wadah penyajian berita atau informasi yang memikaiap-pikiran dan pandangan atau
pendapat orang. Pada kasus konflik perluasan Kota Bukittinggi miedia massa
berperan sebagai media penghubung dan sebagahs&mdah untuk penyampaian
aspirasi atas konflik yang terjadi antara pemehirkabupaten Agam dan pemerintah
Kota Bukittinggi. Media massa lokal Sumatra Baratusaha untuk saling memberikan

informasi tentang perkembangan kasus yang terjadtata dua kubu yang bertikai ini.

E. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Layaknya sebuah penelitian sejarah maka penelitianilakukan berdasarkan
metode sejarah yang dibagi menjadi lima tahap.nk@liahap tersebut adalah pemilihan
topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik, imeetasi yang meliputi analisis dan
langkah terakhir adalah tahap historiografi ya#ihap penulisan dari hasil penelitian
yang dilakukarf®

Setelah mendapatkan topik yang akan diteliti mak@ap selanjutnya adalah
heuristik, tahap ini adalah tahap pengumpulan datak mendapatkan sumber primer

maupun sumber skunder. Pengumpulan data dilakukagath mengumpulkan arsip-

% F, RachmadiPerbandingan Sistem Pers (Jakarta : PT. Gramedia, 1990) him.20-21.
% Louis GottchalkMengerti Sejarah terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta : Ul Press, 1985) him
50.



arsip dan dokumen yang berkaitan dengan peratuesmefgintah Kota Bukittinggi.
Pengumpulan sumber ini didapat melalui studi kegkastn dan studi wawancara .

Studi kepustakaan memiliki peranan penting dalarmcae sumber primer
berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan peratoeamerintah Kota Bukittinggi serta
untuk mendapatkan buku sebagai penunjang dalamliggmupenelitian ini. Adapun
perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakagiaibg@emerintah Kota Bukittinggi
yang menyimpan dokumen seputar lahirnya PP No. &% 1999, arsip daerah yang
memberikan data tentang kepemimpinan Walikota Bokgi, Perpustakaan Jurusan
Sejarah UNAND dan Perpustakaan Fakultas SastraNINfang menyediakan buku-
buku penunjang dalam penulisan sejarah , PerpustakdSIP UNAND dan
Perpustakaan Bung Hatta di Bukittinggi yang mergieai buku-buku referensi tentang
Kota Bukittinggi. Penelitian ini mengkombinasikamsber tertulis baik primer ataupun
skunder, yang mana sumber tertulis dari kategomey adalah berupa arsip, dokumen,
koran sezaman, dan memoar.

Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan dstuwawancara yaitu
mewawancarai pejabat daerah yang bersangkutan, kadat di daerah yang
bersangkutan serta terhadap tokoh masyarakat dakedayah ini baik yang berada di
Kota Bukittinggi maupun yang berada di Kabupateramgsendiri juga terhadap awak
media lokal. Setelah pengumpulan bahan sumber ntkap selanjutnya adalah
melakukan pengujian validitas data melalui kritikmder. Selanjutnya melakukan
interpretasi dengan cara melakukan pendekatan eberdpa paradigma umum dalam
melihat permasalahan yang diteliti. Dan tahap t@rakendeskripsikan secara logis dan

sistematis data yang telah diolah ke dalam bentisan.



F. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab yang mencakupabbl berisikan pendahuluan
yang terdiri dari latar belakang masalah yang benislatar belakang pemilihan judul,
serta tujuan dari penulisan ini, perumusan mas#élgian penulisan, kerangka penulisan,
metode analisis serta sistematika penulisan. Bdiedisikan tentang gambaran sekilas
bagaimana keadaaan Kota Bukittinggi dan memberikgambaran tentang
perkembangan ekonomi dan pemerintahan Kota Bufgtiselama beberapa periode
pemerintahan.

Bab Il membahas wacana perluasan Kota Bukittindgh proses lahirnya
peraturan pemerintah tentang perubahan batas kdddtitggi dengan memasukkan
beberapa wilayah di Kabupaten Agam serta menjatagkadala yang dihadapi oleh
Pemerintahan Kota Bukittinggi berkaitan dengan gdamvacana perluasan Kota
Bukittinggi ke daerah Kabupaten Agam. Bab IV meagkhn fenomena sosial politik
tentang konflik yang terjadi berkaitan dengan riaya peraturan pemerintah tentang
perluasan Kota Bukittinggi serta melihat respon yaeskat yang lahir berkaitan dengan
adanya peraturan pemerintah ini, serta melihaarperedia massa dalam memberitakan
sikap masyarakat dalam menyikapi peraturan penaérit@ntang rencana perluasan Kota
Bukittinggi ke wilayah Agam Bab V merupakan pemui@ang mana pada bab ini akan

berisikan kesimpulan dari bab satu sampai denganeoakhir.



BABV

KESIMPULAN

Bukittinggi merupakan sebuah kota pedalaman di $amBarat, terletak di
daratan tinggi Agam yang didirikan oleh pemerintatidindia Belanda. Wilayah ini
merupakan sebuah kota yang terbentuk dari sebiusdr garena kegiatan perdagangan,
dan juga terletak pada posisi yang strategis sepagsimpangan jalur lintas Sumatra, di
samping itu memiliki hawa yang sejuk dan alam yemkup indah. Keadaan itulah yang
menyebabkan Kota Bukittinggi terus berkembang adingebuah kota penting di
Sumatra Barat.

Kota Bukittinggi kemudian makin berkembang dengamlah penduduk yang
makin meningkat tiap tahunnya dan menjadikan KatkitBnggi menjadi salah satu kota
dengan kepadatan penduduk yang tinggi untuk wiléamatra Barat. Melihat kondisi
kepadatan penduduk yang tinggi ini, Kota Bukittinggrus mengalami beberapa kali
perluasan daerah, baik itu yang terjadi pada ma&sgajhan Belanda, pendudukan
Jepang, dan kemudian pada awal kemerdekaan. Ketikaoses perluasan wilayah kota
bisa dilaksanakan secara lancar.

Memasuki orde pemerintahan berikutnya ( masa Ordeu B dimana beban
pembangunan Kota Bukittinggi berat dan dengan jompenduduk yang makin
meningkat maka pada tahun 1983 pemerintahan KotattBBggi yang pada waktu
dipimpin oleh Oemar Gaffar mengeluarkan ide pedna&ota Bukittinggi dengan
memasukan beberapa daerah di Kabupaten Agam ke dé&bda Bukittinggi. Ide ini

kemudian disampaikan kepada pemerintahan ProvingnaBa Barat untuk di



pertimbangkan terlebih dahulu. Dalam melaksanakkn perluasan Kota Bukittinggi
tersebut pemerintah kedua daerah yang terkait paitoerintahan Kota Bukittinggi dan
Kabupaten Agam telah melakukan pembicaraan berwlkmy dalam rentang waktu
yang panjang ( lebih kurang 16 tahun ), baik yailgkdkan bersama-sama maupun
secara terpisah.

Wacana yang sudah dimulai semenjak tahun 1983 btdgrsenemperoleh
legalitasnya melalui Peraturan Pemerintah NomorTa&hun 1999 pada tanggal 7
Oktober 1999, yang mengatur tentang perubahan batagah Kota Bukittinggi dan
Kabupaten Agam dengan memasukaan 4 kecamatan gesdpldi sekitar kota ke dalam
Kota Bukittinggi. Peraturan Pemerintah itu ditamdaani oleh Presiden Republik
Indonesia B. J. Habibie. Lahirnya PP No. 84 Tah@89 di awal reformasi di Indonesia
dan pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentanghootdo daerah telah
menyebabkan sebuah kendala sehingga pelaksanadfPdisio. 84 Tahun 1999 ini jadi
terbengkalai dan tidak dapat dilaksanakan samparaeg.

Lahirnya PP No. 84 Tahun 1999 ini kemudian menirdul reaksi dalam
masyarakat di kedua wilayah pemerintahan daeralMiasyarakat pun terbagi menjadi
beberapa kelompok dalam menyikapi persoalan inakBiemasyarakat pun beragam
terkait dengan permasalahan batas kota ini. LaairBY No. 84 Tahun 1999 ini
kemudian melibatkan kedua pemerintahan daerah dal@buah perseteruan, yang
kemudian dihembuskan kepada masyarakat dan mehlgmasebuah konflik yang
belum menemukan penyelesaian sampai saat sek&aniljk yang terlahir diakibatkan
adanya PP nomor 84 tahun 1999 ini merupakan sekardhk kepentingan elit daerah

yang dihembuskan kepada masyarakat. Konflik yanggaldbatkan hubungan antara



kedua pemerintahan baik Pemkot Bukittinggi maupemiab Agam tidak harmonis dan
seringkali meruncing.

Jika dilihat sejarah perjalanan dari kedua daerafgybersaudara ini, terlihat
bahwa sebenarnya perseteruan yang terjadi karbirayla PP tentang perubahan batas
kota ini merupakan lanjutan dari perselisihan yaegadi sebelumnya. Antara
pemerintahan Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agardapat pertikaian yang terkait
dengan asset yang dimiliki Kabupaten Agam yangateat dalam Kota Bukittinggi.
Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkgadieya konflik perluasan Kota
Bukittinggi ini. Adapun reaksi yang dilakukan oletasyarakat itu sendiri adalah bentuk
penyampaian aspirasi mereka atas persoalan ygaditeér kedua wilayah pemerintahan
wilayah ini.

Dalam menyampaikan aksinya, media massa memilikarpeyang cukup
siginifikan. Biasanya dalam sebuah konflik, medi@ssa merupakan sebuah wadah yang
digunakan untuk menyampaikan aspirasi dari berbapgeak terkait dengan sebuah
persoalan, begitu juga halnya dengan kasus kopfituasan Kota Bukittinggi ini.
Media massa lokal Sumatra Barat dijadikan sebsgapat penyampaian opini dari
kedua belah pihak yang bertikai dan juga pihak ftzarxg menawarkan beberapa solusi
untuk penyelesaian konflik yang terjadi. Mediassa berusaha bersikap netral dan
tidak memihak ke salah satu pihak yang bertikaireka selain wadah untuk
menyampaikan aspirasi media juga berperan seb&gakantrol baik oleh pemerintah
maupun oleh masyarakat sendiri. Media massa menooh& menghadirkan berita

sesuai dengan apa adanya.
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